SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 372 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMIST PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang
menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas
dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang
berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga
Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk
organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di
lingkungannya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta

merta informasi publik yang telah dikuasai dan
didokumentasikan;




Mengingat ;1.

N

~5)

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja
Utara tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja
Utara;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
692);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi




-3

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

oa-

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja
Utara;

b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan
hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu
wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,
transparan, efektif dan efisien;

d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah;

b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;

c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;

d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
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KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 276 Tahun
2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,
ttd
JAN HERY PAKAN

sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
kABUPAT‘aN TORAJA UTARA

f}}"Kepala §qbbag1an Hukum dan Sumber Daya Manusia,

“. \ \“. A :

MEGA,YKBES RATTE LEMBANG




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 372 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA

UTARA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

No Nama Jabatan Kedudukan dalam Tim
38 Jan Hery Pakan Ketua KPU Ketua Pembina

2. Randy Tambing Anggota KPU Pembina

= Harsal Lahiya Anggota KPU Pembina

4. Furqu; trajarﬁsyu ! Anggota KPU Pembina

3, Semuel Rianto Tappi’ Anggota KPU Pembina

6. Isak Pareang Sekretaris KPU Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMAS!I HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

No Nama Jabatan Keduduk.an
dalam Tim
Kepala Sub Bagian Pimpinan
1. Mega Yabes Ratte Lembang | Hukum dan Sumber T impiman
. Redaksi
Daya Manusia
Gustiana ArruanBamba Kepala Sub Bagian Sekretaris
2. . Perencanaan, Data .
Butugajang . Redaksi
dan Informasi
3 Nurwahidin Mattjirinnah Staf Desain Grafis
. : .. Pelaksana
4, Agustina Siratte Pairingan Staf Redalsi
5. | Floriana Maria Tandikassa Staf e
Redaksi
: . Pelaksana
6. Marlin Franatalia Mardan Staf Redaksi

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,
ttd

JAN HERY PAKAN
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABU,P@&&TORAJA UTARA

Kepalaf’?Subb ian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
R) <%

r/8)

MEGA %})QES erm LEMBANG




